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PENDAHULUAN  

Procurement memegang peranan penting dalam proyek untuk memastikan proyek memiliki 

kinerja yang baik meliputi biaya, mutu dan waktu[1], [2], [3], [4], [5]. Procurement harus dikelola 

sesuai dan direncanakan sehingga akan mempengaruhi  fase project life cycle. Kondisi proyek Design 

and Build dengan skema pendanaan APBN/APBD seringkali tidak di dasarkan pada basic design yang 

jelas, kontraktor (BUMN) hanya menerima SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melaksanakan proyek 

tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga procurement akan terdampak secara signifikan dalam 

pengadaan barang dikarenakan tidak adanya kejelasan spesifikasi material sejak awal. Hal yang dapat 

dilakukan adalah bagaimana procurement dapat hadir dalam setiap fase project life cycle dimulai pada 

saat inisiasi proyek dilaksanakan. Tantangan lain dalam procurement proyek pendanaan APBN dan 

APBD adalah bagaimana merencanakan procurement pada proyek terutama dalam design and build 

yang terintegrasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Asmar[6]  menyatakan bahwa dalam kesiapan 

design sebanyak 20% pada proyek design and build kontraktor utama dapat mulai membuat 

perencanaan menyeluruh termasuk didalamnya procurement. Penyiapan procurement disini 

dimaksudkan untuk merencanakan kolaborasi dengan buyer, supplier, subcontractor untuk bersama-

sama terlibat dalam sejak awal dalam fase perencanaan proyek [4], [6], [7]. Hal tersebut penting 

dilakukan untuk memastikan bahwa procurement yang dilaksanakan secara integrated sejak fase 
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Abstrak  

Kebijakan procurement dalam proyek pemerintah dengan skema pembiayaan 

APBN/APBD harus dipisahkan dalam berbagai project delivery system. 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan procurement pada proyek 

pemerintah dengan project delivery system, Design and Build (DB), melalui 

study literatur dari penelitian terdahulu yang akan diolah dengan SSM (soft 

system methodology) penelitian ini akan memetakan kebijakan procurement 

dalam proyek DB. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan procurement proyek DB pemerintah dengan skema 

APBN/APBD.  

 

Keywords: 

Design and Build; 

Design Integration; 
Project Performance; 

Procurement; 

 
Kata kunci: 

Desain dan Konstruksi; 

Integrasi Desain; 
Kinerja Proyek; 

Pengadaan; 

 
 

 

 
This is an open access 

articleunder the CC–BY-SA 

license. 
Copyright (c) 2024 

Transparansi : Jurnal Ilmiah 

Ilmu Administrasi 

mailto:transparansijournal@gmail.com
mailto:endah.murtiana@imwi.ac.id
mailto:ade.328192005@stu.untar.ac.id
mailto:dyahh@fti.untar.ac.id
mailto:agung.wibowo@ft.undip.ac.id


335 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi  Vol. 7 , No. 2, Desember 2024, pp. 334-347 

E-ISSN  2622 – 0253 DOI: 10.31334/transparansi.v7i2.4848 

 

Endah Murtiana Sari (Soft System Methodology (SSM): Kebijakan Procurement dalam Proyek…) 

perencanaan akan memastikan bahwa desain yang dihasilkan dipastikan kesesuaian materialnya dan 

adanya komitmen antara subkontraktor / supplier sejak awal terlibat mendukung proyek design and 

build yang akan dilaksanakan. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa kontraktor utama dan 

subcontractor selalu melakukan kompetisi dan tidak sepaham dalam melaksanakan proyek [8], [9].  

Procurement diartikan secara luas sebagai akuisisi yang dimulai dari inisiasi, desain, pelaksanaan, 

operasi dan maintenance untuk mengoptimalkan infrastruktur secara maksimal [10]. Proses ini bergeser 

tidak hanya memenuhi kebutuhan barang dan jasa untuk pemerintah, tetapi procurement harus 

direncanakan dengan baik dan terarah dalam berbagai fase yang dikendalikan dengan baik. Melihat 

paparan dari berbagai penelitian terdahulu maka merencanakan procurement sangat penting pada proyek 

pemerintah terutama untuk setiap project delivery system.  

Design and Build sebagai Project delivery system dalam proyek pemerintah sangat banyak 

digunakan, keunggulan proses desain dan pelaksanaan konstruksi yang dikendalikan oleh satu entitas 

membawa keuntungan perencanaan desain yang terintegrasi[11], [12]. Studi kasus pada sebuah BUMN 

sejak 2018-2022 memperlihatkan 54% proyek merupakan proyek DB, terutama untuk proyek-proyek 

yang memiliki nilai besar dan bersifat lumsump[11], [13], [14], [15], [16]. Sedangkan proyek DBB 

(Design Bid Build) digunakan pada proyek-proyek yang bernilai lebih rendah dengan spesifikasi yang 

dikunci dan ditetapkan secara detail sejak awal, sehingga kemungkinan untuk perubahan spesifikasi 

sangat rendah[16], [17], [18], [19]. Keuntungan dari proyek DB dengan lumpsump memberi peluang 

untuk melakukan inovasi dalam mengelola procurement sehingga pengelolaan yang benar akan 

mendorong kinerja proyek baik biaya, mutu, waktu, K3 dan lingkungan.  

Soft System Methodology (SSM) merupakan sebuah tolos untuk memecahkan problema dari tidak 

terstruktur menjadi terstruktur sehingga akan mudah dianalisis[20], [21], [22]. Penggunaan SSM sangat 

beragam dan kompleks dalam memecahkan kasus-ksus yang tidak dapat dideteksi sebelumnya menjadi 

model yang dapat dianalisa dan digunakan dengan baik. Melalui analisa CATWOE[20] diharapkan 

penelitian ini dapat memecahkan masalah procurement dalam proyek DB pemerintah dengan skema 

pembiayaan APBN/APBD.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Procurement  

Di negara-negara di mana sistem Design and Build (DB) telah berhasil digunakan sejak bertahun-

tahun, pemilihan tim terbaik untuk melaksanakan proyek ini khususnya penting. Karena tim dipilih untuk 

melaksanakan desain dan konstruksi pekerjaan, metode pemilihan kontraktor memiliki pengaruh besar 

pada hasil akhir proyek [23], [24]. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pemilihan kontraktor dengan 

harga terendah tidak  merupakan solusi yang baik dalam proyek  Penilaian multi-kriteria terhadap 

kontraktor meningkatkan peluang untuk berhasil menyelesaikan proyek. 
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Gambar 1.  Metode procurement system [24] 

Pada gambar 1.diatas dijelaskan bahwa dalam procurement system terdiri atas beberapa metode. 

Masing-masing dari sistem procurement memiliki model yang lebih spesifik untuk mendetailkan proses 

procurement yang dilaksanakan. Untuk tujuan pengajuan tender, kontraktor yang diundang akan 

membuat desain sendiri, usulan konstruksi dan biaya. kontraktor akan menandatangani kontrak 

berdasarkan harga lump sum dan durasi tetap [19], [25].  

Pengadaan dalam design and Build  umumnya disusun dalam salah satu dari dua cara sebagai 

berikut :  

a. Klien mempekerjakan organisasi DB yang berdedikasi dengan  tim desain internalnya sendiri; 

b. Klien menyewa kontraktor bangunan  yang menggunakan desain eksternal dari anggota konsultan 

tim kontraktor selama proyek berlangsung. 

Organisasi dan struktur manajemen untuk kontrak DB  diilustrasikan pada Gambar 2. sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.  struktur manajemen desain pada proyek DB [19] 

Gambar 2. Diatas menjelaskan proses pengadaan pada proyek DB yang digambarkan melalui 

struktur organisasi. Terlihat jelas bahwa pengadaaan secara lumsump dikendalikan oleh kontraktor DB 

dengan bekerjasama dengan supplier dan subkontraktor.  
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Proyek Design and Build  

 Proyek DB memiliki beberapa keunggulan karena fase desain dan pelaksanaan kontruksi 

dilaksanakan oleh satu entitas. Katar (2018)[11] menyatakan bahwa proyek DB memiliki keunggulan 

kinerja proyek dibandingkan dengan proyek DBB. Sebagaimana didefinisikan dalam proyek DB, 

kekuatan atau keunggulan dari Design and Build sebagai sistem pengadaan diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Owner tidak memerlukan konsultan perencana karena seluruh tanggungjawab merupakan 

tanggungjwab Genera Contractor. Berbeda dengan pada DBB owner akan menunjuk konsultan 

perencana.  

b. Owner memiliki banyak pilihan desain dari masing-masing peserta tender.  

c. Owner memiliki variasi ide desain seiring dengan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan 

berdasarkan usulan dari masing-masing peserta tender disesuaikan dengan kebutuhannya.  

d. Beban administrasi pemilik dapat berkurang karena adanya pengadaan desain dan jasa konstruksi 

dikonsolidasikan ke dalam satu proses seleksi.  

e. Pada saat serah terima proyek DB tidak perlu dilakukan audit antara desain dan realisasi bangunan 

yang dilakukan oleh kontraktor, sehingga owner tidak memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak.  

f. Risiko yang dialami oleh owner jauh lebih sedikit dibandingkan dengan DBB[26], [27].  

g. Dalam Design and Build, segala kelalaian atau permasalahan berada di tangan kontraktor, artinya 

tanggungjawab mutlak ada pada kontraktor,  meskipun mungkin pemasok atau subkontraktor 

menimbulkan masalah, namun kontraktor utama harus menanggung resikonya.  

h. Biaya dan waktu penyelesaian lebih ketat berdasarkan metode pengadaan DB. Artinya owner 

mengetahui total komitmen keuangannya pada tahap awal proyek, asalkan tidak melakukan 

perubahan apa pun sepanjang proyek. Karena tidak ada ketentuan bill of quantity, untuk dilakukan 

evaluasi setiap perubahan atas dasar harga atau biaya sebelumnya (lumpsump).  

i. Owner yang menggunakan pendekatan pengadaan Design and Build memiliki satu titik kontak untuk  

komuniksi semua mengenai desain dan penyediaan fasilitas [26], [28], [29].  Entitas DB bertanggung 

jawab atas kualitas, anggaran, jadwal, dan kinerja fasilitas yang telah selesai. Dengan satu titik 

kontak, owner bisa berkonsentrasi pada definisi kebutuhan dan pengambilan keputusan tepat waktu 

daripada koordinasi antara desainer dan kontraktor. Selain itu, entitas Design and Build memiliki 

tanggung jawab penuh untuk produk jadi dan tidak dapat mengalihkan kesalahan desain cacat 

konstruksi kepada pihak lain. Oleh karena itu, kemungkinan besar produk akhir tersebut akan 

menghasilkan kualitas produk akhir yang diharapkan atau lebih tinggi. 

j. Efisiensi desain, Efisiensi konstruksi dapat ditingkatkan karena efisiensi desain dapat diintegrasikan 

ke dalam seluruh proses konstruksi. Perancang sebagai anggota tim DB berpartisipasi langsung 

dalam pemecahan masalah dan menyelesaikan masalah terkait desain yang muncul selama 

pelaksanaan konstruksi. Masukan awal dari tim desain kepada kontraktor akan meningkatkan 

kemampuan seluruh proyek.   

k. Design and build adalah salah satu metodologi penyampaian proyek yang menghasilkan respons 

kreatif tim proyek. Biasanya, kemampuan berinovasi dalam desain dan konstruksi sangat dibatasi 

oleh pengguna spesifikasi preskriptif. Dengan DB persyaratan kinerja dinyatakan dan pembuat 

desain dapat menggunakan solusi berbeda untuk memenuhi tujuan akhir owner.  

l. Dari segi kepastian waktu, Design and Build dapat memberikan kontraktual secara lengkap. 

kepastian penyelesaian untuk owner dari tahap paling awal proyek.  

Manfaat dalam proyek DB adalah terintegrasinya anggota tim proyek, menghasilkan komunikasi 

terbuka dan mendorong kerja sama yang operasi efektif[11], [13], [14], [15], [16], [17]. Dalam hal 

kecepatan, mungkin masuk akal untuk mengharapkan keseluruhan proyek durasinya lebih singkat pada 

proyek DB atau dapat diselesaikan tepat waktu karena tumpang tindih tahap desain dan konstruksi. 

Dibawah ini adalah denah (flow) untuk pengadaan menggunakan project delivery system Design and 

Build sebagai berikut :  
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Gambar 3.  denah procurement pada design and build[30] 

 Pada gambar 3. diatas dijelaskan bahwa owner bertanggungjawab pada fase project brief, feasibility 

study, dan menyiapkan dokumen tender. Selanjutnya pada tahap mempersiapkan desain, mengikuti 

tender dan kontrak dan mendetailkan desain fase pelaksanaan merupakan tugas dari kontraktor.  

Soft System Methodology  

SSM merupakan metode penelitian yang menggunakan model untuk menyusun permasalahan 

dengan berbagai tujuan, kebutuhan, tujuan, kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan dapat 

disinggung dan didiskusikan[20]. SSM berasumsi bahwa setiap rangkaian perilaku kompleks memiliki 

sifat unik yang muncul dan lebih baik dilihat karakteristik sistem secara keseluruhan dan bukan aspek 

tertentu dari sistem tersebut. SSM adalah  sebuah metodologi sistemik yang  berfokus secara 

keseluruhan. Sebagai metodologi berbasis sistem untuk mengatasi masalah dunia nyata, SSM 

memungkinkan analis untuk memahami perspektif yang berbeda mengenai situasi dan masalah yang 

sulit dipecahkan. Dalam penelitian ini SSM digunakan untuk memetakan berbagai bermasalahan yang 

terkait dengan Procurement. Beberapa tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Mencari tahu situasi masalah dan mengungkapkannya melalui rich picture  

Dalam Langkah pertama ini akan dilakukan dengan menggambarkan situasi yang terjadi melalui rich 

picture sehingga  dapat dikomunikasikan secara visual.  

2. Mencari akar permasalahan (root couse) 

Definisi akar  permasalahan adalah kalimat yang menggambarkan objective dari sistem: tujuannya, 

siapa yang akan berada di dalamnya? Siapa yang mengambil bagian di dalamnya? Siapa yang dapat 

terkena dampaknya dan siapa dapat mempengaruhinya? Definisi akar dan model konseptual dapat 

dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya dari CATWOE. CATWOE elements adalah 

Customers, Actors, Transformation process, Weltanschauung, Owner, Environmental.  

3. Membangun model konseptual  

Membangun Model konseptual dibentuk untuk mengidentifikasi kegiatan yang bertujuan utama 

melalui serangkaian tindakan logis yang tersirat oleh  akar permasalahan.  

4. Komparasi model dengan dunia nyata (real world problem)  

Membandingkan model dengan situasi kenyataan dunia menghasilkan beberapa diskusi di antara 

orang-orang yang berkepentingan dan mencakup beberapa hal diantaranya :  Apakah ini terjadi 

dalam situasi nyata? Bagaimana hal itu terjadi dalam situasi dunia nyata? Berdasarkan  kriteria apa 

penilaiannya? Apakah ini merupakan kekhawatiran dalam situasi dunia nyata? sehingga diskusi 

menghasilkan konsensus di antara orang-orang yang berkepentingan tentang model yang diusulkan 

serta perubahannya yang dapat diterapkan untuk memperbaiki keadaan. 

5. Mengindentifikasi perubahan nyata yang terjadi  

Tahap ini melibatkan identifikasi perubahan nyata yang diinginkan secara sistematis dan layak 

secara budaya dunia nyata. Kelayakan berkaitan dengan soal ada tidaknya potensi perubahan yang 

terjadi untuk dikerjakan. Kelayakan Budaya dianggap penting terutama dalam SSM, dan budaya 

tidak dianggap statis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Tahap 

ini melibatkan penerapan perubahan yang diidentifikasi, terkait dengan total dampak yang diperolah 
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dalam jangka waktu pendek maupun Panjang. Secara detail pendekatan soft system methodology 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 4.  Rich Picture procurement proyek DB 

Gambar 4. Diatas menggambarkan soft system methodology dalam menganalis permasalahan 

procurement dalam proyek DB pemerintah. Permasalahan dapat dimulai karena proyek mengalami 

keterlambatan dan kerugian yang diakibatkan karena pengelolaan procurement yang tidak baik sehingga 

diperlukan model pengelolaan procurement yang lebih baik dan menyeluruh yang mempertimbangkan 

peningkatan value sehingga ada kepastian dalam mengelola procurement proyek DB pemerintah dengan 

skema APBN/APBD.  

METHODOLOGI PENELITIAN  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif  ini terdiri atas :  

1. Literatur review dari jurnal terdahulu terkait dengan pelaksanaan procurement pada proyek DB 

pemerintah. 

2. Soft System Methodology (SSM) untuk membuat model pengelolaan procurement pada proyek DB 

pemerintah dengan analisis CATWOE.  

3. Focus Group Discussion (FGD) untuk memvalidasi model pengelolaan procurement pada proyek 

DB Pemerintah dengan skema APBN/APBD.  

Secara detail untuk metodologi penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 5. Metodologi penelitian 

Gambar 5. Diatas adalah metodologi penelitian yang terdiri atas 4 langkah utama untuk menyusun 

model pengelolaan procurement pada proyek DB Pemerintah dengan skema anggaran APBN/APBD.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Schematic Literature Review (SLR)  

Schematic Literature Review (SLR) dilakukan dengan memetakan penelitian terdahulu tentang 

pengelolaan procurement pada proyek DB pemerutah dengan skema APBN/APBD. Beberapa 

penelitian terdahulu yang membahas tentang procurement sangat beragam. Setidaknya terdapat 3 

klaster dalam penelitian terdahulu tentang procurement yaitu :  

a. Pengadaaan adalah proses pembelian barang dan jasa untuk proyek pemerintah, didalamnya 

melibatkan berbagai fase yaitu akuisisi yang terdiri atas fase inisiasi, desain, pengembangan, 

pengujian, kontrak, produksi dan distribusi[31], [32]. 

b. Pengadaan melibatkan teknologi seperti IoT dan Database serta kolaborasi dari stakeholder di luar 

organisasi[30], [33], [34], [35] 

c. Pengadaaan merupakan proses bisnis yang integratif dan penting, serta fokusnya telah diperluas 

untuk meminimalisasi biaya secara jangka panjang maupun jangka pendek[36], [37], [38], [39].  

Dari SLR yang dilakukan dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa procurement pada proyek DB 

pemerintah dengan skema APBN/APBD pada prinsipnya adalah sebuah proses perencanaan secara 

strategis yang melibatkan kemajuan teknologi dan kolaborasi antar stakeholder di luar organisasi yang 

dimulai dari fase inisasi, desain, kontrak, produksi dan distribusi yang bertujuan untuk meminimalisasi 

biaya baik jangka panjang maupun jangka pendek[34], [40], [41], [42], [43].  

 Melalui SLR ini penelitian tentang procurement pada proyek DB pemerintah digambarkan 

sebagai berikut :  
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Gambar 6. Klasterisasi procurement dalam proyek DB pemerintah [30], [31], [32], [33], [37], [38] 

Dari gambar 6. diatas selanjutnya peneliti menyimpulkan apa yang dimaksud dengan 

procurement dalam proyek DB pemerintah dengan skema APBN/APBD. Procurement pada dasarnya 

tidak hanya melakukan pemenuhan barang dan jasa untuk pemerintah saja tetapi sebuah proses yang 

dilakukan secara integratif untuk melakukan akuisisi yang dimulai dari fase yang kesinambungan secara 

jangka panjang.  

Soft System Methodology (SSM) dalan membangun model Procurement Proyek Pemerintah 

skema APBN/APBD.  

Soft System Methodology (SSM) bertujuan untuk mengurai permasalahan dari unstructur 

problem menjadi structure problem sehingga mudah untuk dianalisa dan dicari solusi dari permasalahan 

yang terjadi, dibawah ini adalah 7 langkah dalam menguraikan permasalahan pengelolaan Procurement 

pada proyek DB pemerintah melalui SSM sebagai berikut :  

a. Problem Procurement pada proyek pemerintah saat ini belum ada pemisahan antar project delivery 

system yang lebih terstruktur mengarah pada delivery project yang spesific. Sehingga proyek 

pemerintah banyak mengalami keterlambatan dan kerugian. Penanganan procurement sangat 

diperlukan untuk memastikan proyek dapat memenuhi kinerja dalam biaya, mutu, waktu, K3 dan 

lingkungan.  

b. Pengelolaan procurement dalam proyek DB pemerintah diperlukan engineering dan designer yang 

kompeten yang mengerti pengelolaan procurement di kaitkan dengan project delivery system. 

Procurement yang baik tidak terjadi keterlambatan pembayaran pada mitra baik subkon maupun 

supplier. 
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c. Untuk mengurai akar permasalahan pengelolaan procurement pada proyek DB Pemerintah 

diperlukan pengelolaan procurement yang baik dan menyeluruh, serta mempertimbangkan 

peningkatan value dan kepastian jangka panjang. 

d. Prinsip value Engineering, best value, qualification based, partnering harus menjadi prinsip-prinsip 

pengelolaan procurement dalam proyek DB 

e. Diperlukan model procurement yang terintegrasi dan merupakan hasil inisiasi dari kontraktor DB 

beserta mitra-mitranya untuk menyiapkan procurement yang merupakan hasil integrasi desain dan 

procurement selanjutnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan proyek.  

f. Untuk mengukur efektifitas pengelolaan procurement diperlukan Key Performance Indicators (KPI) 

yang mengukur keberhasilan procurement.  

g. Untuk memastikan seluruh proses pengelolaan procurement terlaksana dengan baik diperlukan SOP 

(Standard Operating Procedure) terkait dengan pengelolaan procurement dalam proyek DB 

Pemerintah.  

 

Gambar 7. SSM untuk pengeloaan procurement proyek DB Pemerintah  

Gambar 7. diatas mengilustrasikan bagaimana model pengelolaan procurement pada proyek DB 

pemerintah yang terdiri atas 7 tahap analisis melalui SSM. Dibawah ini adalah model skema 

pengelolaan procurement pada proyek DB pemerintah sebagai berikut :  
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Gambar 8. Pengelolaan procurement pada proyek DB pemerintah 

Gambar 8 diatas menggambarkan proses pengelolaan procurement pada proyek DB pemerintah 

melalui fase dalam project life cycle dimulai dari menginisiasi dokumen tender bersama dengan mitra 

strategis yaitu supplier dan subkontraktor, selanjutnya melakukan integrasi desain dan procurement 

untuk mengikuti tender, implementasi dalam pelaksanaan proyek dan penyerahan kepada owner.  

Tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan analisa CATWOE untuk memperjelas tugas dan 

tanggungjawab dari masing-masing stakeholder dan target yang ingin dicapai melalui pengelolaan 

procurement pada proyek DB Pemerintah. CATWOE merupakan akronim yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

a. C – Customer  

b. A – Actor  

c. T – Transformation  

d. W – Weltanschauung 

e. O – Owner  

f. E – Environment  

Dibawah ini adalah uraian dari analisa CATWOE sebagai berikut : 

Tabel 1. Analisis CATWOE 

CATWOE Penjelesan  

C = Customer  Pemerintah (owner), supplier, subkon, masyarakat  

A = Actor  Kontraktor Design and Build, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah  

T = Transformation 

process 

Proyek tidak mengalami keterlambatan dan kerugian pengadaan 

dilakukan dengan fairness, bertujuan untuk menyediakan infrastruktur 

yang baik bagi publik dengan menerapkan Good Governance, partnering 

dan Prinsip Onwnerships. Diperlukan SOP sebagai pedoman bersama-

sama dalam pengelolaan procurement dalam proyek DB   

W = Weltanschauung  Proyek DB yang memberikan value bagi seluruh stakeholder.  

O = Owner Kontraktor DB dan mitranya yaitu supplier dan subkontraktor. 
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E = Environmental Batasan-batasan dalam pengadaan proyek DB Pemerintah berskema 

APBN /APBD  

Tabel 1. Diatas menggambarkan skema dari analisis CATWOE dalam pengelolaan proyek DB 

pemerintah dengan skema APBN/APBD. Dalam analisis diatas terlihat bahwa customer dalam proyek 

ini adalah government (pemerintah) dimana Kontraktor DB beserta mitranya harus memberikan  output 

proyek yang memiliki kinerja tinggi melalui pengelolaan procurement yang strategis.  

Validasi dengan FGD Pakar  

Tahap terakhir adalah melakukan FGD pakar yang bertujuan untuk memberikan validasi 

berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh pakar, Adapun pakar yang diundang untuk memvalidasi terdiri 

atas :  

Tabel 2. List dari pakar 

No Bidang Keahlian Jumlah Keterangan 

1 Kontraktor DB 2 Minimum PM dengan pengalaman 5 tahun pada proyek besar  

2 Pemerintah 2 Minimum eselon III dalam pengelolaan proyek pemerintah  

3 Akademisi 3 Minimum berpendidikan S3 dalam bidang Manajamen 

Konstruksi  

4 Konsultan 2 Minimum senior konsultan dalam perencanaan desain  

Tabel 2 diatas menggambarkan daftar dari pakar yang akan melakukan validasi model 

pengelolaan procurement dalam proyek DB Pemerintah. Dibawah ini adalah hasil validasi oleh pakar 

sebagai berikut :  

a. Kontraktor : pengelolaan procurement harus mempertimbangkan barang dan jasa, dalam pemenuhan 

barang untuk proyek pemerintah dilakukan melalui sistem e-proc yang transparan, sedangkan jasa 

tidak dapat dilakukan menggunakan e-proc karena akan berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki 

oleh supplier/subkontraktor yang mengelola procurement bidang jasa. Hal tersebut senada dengan 

yang disampaikan oleh Ruparathna dan Sitompul[31], [33] bahwa era baru procurement memerlukan 

IoT dan database.  

b. Pemerintah : dalam melaksanakan proyek DB yang dikunci adalah basic desain yang diajukan untuk 

tender, kontraktor DB perlu cermat dalam penghitungan volume dan penawaran spesifikasi material 

yang digunakan, karena proyek lumpsum akan mengakibatkan risiko ada pada kontraktor DB. 

Pemerintah pasti akan mempertimbangkan low price dalam menentukan pemenang dalam 

tender[45], [46], [47], [48].  

c. Akademisi : procurement yang baik adalah procurement yang tidak sekedar mempertimbangkan low 

price, adanya penawar minimum 3 entitas merupakan syarat minimum dalam procurement, best 

value merupakan pertimbangan dalam memutuskan procurement. Lebih lanjut diperlukan asset 

manajemen dalam pengelolaan asset kedepan sehingga pengelolaan procurement 

mempertimbangkan operation and maintenance[45], [46], [48], [49].  

d. Konsultan : kolaborasi desain menjadi penting dalam procurement terintegrasi, karena ini akan 

menjadi benchmarking harga yang digunakan, value yang dihasilkan dari kolaborasi desain akan 

memberikan inovasi kepada owner untuk menyediakan proyek yang lebih memiliki value sejak 

awal[50], [51], [52], [53].  
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